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ABSTRAK

ANALISISKEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MELAKUKAN PINJAMAN

Oleh

DWI PUSPITA SARI

Tujuan pendlitian ini adalah untuk menghitung dan mengetahui seberapa besar
kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman daerah. Kemampuan
keuangan tersebut diteliti dengan mengukur tingkat kelayakan pinjaman daerah dan
batas maksimum pinjaman sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 yang disyaratkan dengan perhitungan
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP). Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan runtut waktu (time
series) Tahun 2011-2015 dan data primer. Data tersebut berupa data realisasi
penerimaan APBD Kota Bandar Lampung yang meliputi Pendapatan Adli Daerah,
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pgjak (BHP/BHBP), Sumbangan/bantuan
(DAU), belanja rutin dan pembangunan. yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan dan
Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) dan batas maksmum Pinjaman (BMP). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 s/d tahun
2015 mampu dan relatif aman untuk melakukan pinjaman dan tidak membebani
keuangan daerah. Melalui pendekatan Debt Service Coverage Ratio diperoleh hasil
bahwa Kota Bandar Lampung mampu menggunakan dana pinjaman sebesar Rp. 653
milyar pada tahun 2012, Rp. 862 milyar pada tahun 2013, Rp. 966 milyar pada tahun
2014 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 822 milyar.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Pinjaman Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF BANDAR LAMPUNG’S CITY FINANCIAL CAPACITY IN
RAISING LOAN

By

DWI PUSPITA SARI

The purpose of this study is to calculate and find out how much the financial capacity
of the region in making regional payments. Financial ability is examined with the
level of regional loan worthiness and maximum limit in accordance with Law number
33 of 2004 and Government Regulation Number 30 of 2011 is conditional with the
calculation Ratio Coverage Debt Service (DSCR) and Maximum Lending Limit
(BMP). The data used in this study is the annual secondary data time series (time
series) Year 2011-2015 and primary data. The data is data of realization of APBD
revenue of Bandar Lampung City, which is Local Revenue, Profit Sharing and Non-
Tax Revenue (BHP / BHBP), Donation / Assistance (DAU), routine and development
expenditure. obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and Finance.
The analytical tool used is. (BMP). The results of this study indicate the Government
of Bandar Lampung City in 2011 to 2015 able and relatively secure to make loans
and not burden the local finances. Through the approach Debt Sercvice Coverage
Ratio Bandar Lampung city can use the funds of Rp. 653 billion in 2012, Rp. 862
billion in 2013, Rp. 966 billion in 2014 and in 2015 with Rp. 822 billion.

Keyword : Regional Finance, Loan Area
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini,
memiliki implikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan
dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh
pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum
secara konsekuen. Implikas dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang
begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat
merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan
daerah tersebut dapat menjadi beban bagi daerah, karena semakin bertambahnya
urusan dan tanggung jawab pemerintahan daerah, sehingga perlu adanya persiapan
dibeberapa aspek, antara lain : sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana
dan prasarana (Darumurti dan Rauta, 2000). Selain itu sebagian besar proyek-proyek
dan kegiatan-kegiatan kepemerintahan yang dulu ditangani dan dibiayal oleh

pemerintah pusat sekarang akan menjadi beban pemerintah daerah.

Pamudji menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan
fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan

pelayanan dan pembangunan (Kaho, 1998). Keuangan inilah yang merupakan salah



satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam
mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan
masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus
rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan
biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur

tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana, bagi pembiayaan
pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu aokas,
distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar (Musgrave
dan Musgrave, 1993). Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya
otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan
kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk
mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah
dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus
dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber
keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana terus bertambah selaras dengan
pertambahan penduduk perkotaan. Dana pembiayaan tersebut sering dirasakan
sebagal aspek paling krusial, artinya pembiayaan pembangunan diletakkan sebagai

variabel penentu terhadap keberhasilan suatu pembangunan. Usaha peningkatan



kebutuhan infrastruktur dan layanan penduduk yang lebih baik, baik secara kuantitas
maupun kualitas mengalami hambatan pada keterbatasan dana dan hal ini sering
digunakan sebagai alasan. Pembiayaan pembangunan daerah tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah identik dengan
APBD. Keuangan daerah yang tergambar dari struktur dan substanss APBD
menggambarkan tentang perkembangan kondis keuangan terkini dari pemerintahan
suatu daerah. APBD merupakan suatu gambaran tentang perencanaan keuangan
daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintah
daerah dengan sumber pembiayaan apabila struktur anggarannya defisit dalam suatu
periode tertentu (Saragih, 2003). Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan

yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, yakni semua penerimaan daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;

2. Belanja Daerah, yakni semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah; dan

3. Pembiayaan, yakni transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2004).

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setigp pemerintah
daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), karena di samping PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum
dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara



Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah berasa
dari Pendapatan Adli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain
penerimaan yang sah. Segjalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah
daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan
pembangunan daerah, sementaraitu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai
belanja daerah masih sangat rendah sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk
menyediakan dana pembangunan sangat terbatas, untuk menutupi  kekurangan dana
tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana
pinjaman. Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber pilihan
pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan memegang peranan
penting dan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman dari pihak

luar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah Kota yang menjadi Ibukota Provinsi
Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga
Kota Bandar Lampung harus memiliki infrastuktur yang memadai. Untuk
membangun infrasturktur yang memadai Pemerintah Kota Bandar Lampung harus
dapat membiayai pembangunan yang ada di daerahnya saat ini. Dalam pelaksanaan
pembangunan daerah , pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat menyediakan
anggaran/dana investasi yang besar, dikarenakan jika hanya mengandalkan PAD
(Pendapatan Adli Daerah) maka Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dapat
mempercepat proses pembangunan daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Bandar

Lampung memilih alternatif untuk melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah ini



sendiri dilakukan agar pembangunan infrastruktur di lingkungan Kota Bandar
Lampung dapat berjalan lancar dan tidak terhambat. Pinjaman daerah ini dapat
digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost recovery khususnya untuk
kepentingan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan
perekonomian daerah.

TABEL 1.1

TABEL REALISASI PAD KOTA BANDAR LAMPUNG
TA. 2011-2015 ( dalam ribuan)

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
PAD 162.818 298696  360.698 273.702 270.628
Pajak Daerah 112557 183436 242651 179.378 191.381
Retribus 38431  68.252 50.651 29,513 34.404
Daerah

Hasil

Pengelolaan

K ekayaan 5.631 6.862 8.237 8.919 0.484
daerah yang

dipisahkan

Lan-lanPAD  s108 40144 59158 55.890 35.357
yang Sah

Sumber : DIPK datadiolah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 sebesar Rp.
162.818.120 Triliyun dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp.
298.696.062 Triliyun. Tahun 2013 Realisasi PAD meningkat kembali menjadi Rp.
360.698.350 Triliyun, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi
sebesar Rp. 273.702.350 Triliyun pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 270.628.288 Triliyun.



Komposis terbesar dari dana Perimbangan Daerah adalah pos DAU, sedangkan
komposisi lain adalah bagian pos lain-lain pendapatan yang sah serta pos dana Bagi
Hasil Pgjak. Untuk komposisinya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini .
TABEL 1.2
TABEL REALISASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG SAH
TA. 2011-2015 ( dalam ribuan)

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Total 1025053 1.160.775 1327.713 1074972  1.168.386
Dana 747009  901.841  992.804 835.379 852.787
Perimbangan
Dana Bag 63.659 67.248 45.783 36.936 34.454
Hasil Pajak
DanaBagi
Hasil Bukan 18.595 21.436 17.267 17.401 9.506
Pajak
Bf‘n”jrﬁ"’kas' 625642 762664 864816  768.189 791.754
DanaAlokasi 5944, 50.491 65.028 12.852 17.071
Khusus
Lain-Lain
Pendapatan 278043 258934  334.818 239,592 315.599
yang Sah

Sumber : DJPK data diolah

Pemerintah mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya
penerimaan dan pengeluaran pemerintah setigp tahunnya, yang tercermin dalam
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sadono
Sukirno, 2000). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan
harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong

pertumbuhan ekonomi.



Untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut layak atau tidak untuk melakukan
pinjaman dan besaran pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung
kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman, serta batas
maksimum pinjaman yang diperbolehkan. Karena dengan adanya pinjaman daerah
berarti terdapat kewagjiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan berupa
angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda,

sehingga pemerintah daerah harus hati-hati apabila akan melakukan pinjaman.

Menurut PP.no. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dasar pemberian pinjaman
adalah diukur dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menghimpun penerimaan
selama periode tertentu yang didasarkan atas jumlah penerimaan asli daerah. Di
Indonesia dasar penerimaan ini diatur dalam ketentuan tersendiri oleh pemerintah
pusat dan rasionya adalah minimal pemerintah daerah memiliki DSCR sebesar 2,5.
DSCR ini sendiri adalah merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan
Adli Daerah (PAD), bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas
tanah dan bangunan serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya
seperti pajak penghasilan perorangan, Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi
belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya yang
telah jatuh tempo. Pinjaman yang diberikan mempunyai tenggang waktu yang cukup
lama dengan tingkat bunga yang rendah serta memiliki grace periode yang
bervariasi. Sedangkan dalam ha ambang batas pelunasan hutang pinjaman yang
merupakan tolak ukur yang dipergunakan oleh pemerintah pusat (Departemen

Dalam Negeri) yaitu untuk mengendalikan jumlah pinjaman pemerintah daerah



yaitu angka ambang batas untuk satu tahun dibatas sampa 15% dari penerimaan

pembangunan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

Dana pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan telah
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sampai dengan tahun anggaran
1997-1998 pinjaman daerah tingkat | mencapai Rp 53,1 miliar dan pemerintah daerah
tingkat 11 seluruh Indonesia menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 149,5 miliar.
Fasilitas dana pinjaman tersebut kebanyakan dimanfaatkan oleh daerah-daerah
tingkat 11 di Jawa, sedangkan di daerah tingkat Il di luar Jawa menggunakan sumber
dana pinjaman yang jumlahnya relatif lebih sedikit (Nota Keuangan 1991-2000 dalam

Elmi; 2002) .

Beberapa pendliti yang telah melakukan penelitian di beberapa daerah menghasilkan
beberapa opini untuk pinjaman daerah ini. Salah satunya adalah Y ulinawati (1999)
yang mencoba melihat mengenai dampak pinjaman daerah terhadap PDS
(Penerimaan Daerah Sendiri) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di
Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pinjaman
daerah untuk pembangunan infrastruktur memperlihatkan dampak positif terhadap
PDS (Penerimaan Daerah Sendiri) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di
Kabupaten Lampung Tengah. Menurut (Joestamadji, 2000) mengenai dampak
pinjaman daerah terhadap PAD (Pendapatan Adli Daerah) dan PDRB (Produk
Domestik Regiona Bruto) di Kota Surabaya menunjukan bahwa pinjaman daerah
mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD dan PDRB. Selanjutnya menurut

(Lutfiati, 2001) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah



di dadam meakukan pinjaman di Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian
tersebut menunjukan bahwa keuangan daerah Kabupaten Kediri mampu memberikan
dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan
dengan pelaksanaan pembangunannya. Sedangkan menurut (Kim, 1997) yang telah
melakukan penelitian di Korea selama periode 1970 sampa dengan 1991
menyimpulkan bahwa peranan sektor-sektor publik lokal di kawasan pertumbuhan
ekonomi regiona di negara korea adalah pertama peranan pemerintah daerah pada
pertumbuhan ekonomi regional telah menjadi sangat signifikan, pungutan pgjak lokal
dan pendapatan daerah tidak kena paak memiliki efek negatif pada tingkat
pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah daerah secara khusus cenderung
berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dampak
secara netto sektor umum daerah memberi tingkat pertumbuhan ekonomi regional
sebesar 14,4%. Kedua peranan pemerintah dalam faktor pendorong berdampak ganda
(multiplier effect), di mana investas pemerintah daerah jauh lebih besar daripada
konsumsi pemerintah daerah. (Alimudin et al, 2013) melakukan penelitian DSCR
(Debt Service Coverage Ratio) di Provins Sulawes Selatan, beberapa daerah seperti
Jeneponto dan Kabupaten Maros melampaui batas pinjaman yang dipersyaratkan dari
pemerintah, yaitu kurang dari 6%, sedangkan dua Kabupten tersebut mempunyai
rasio pinjaman sebesar 24,66% dan 8,46%. Apabila rasio pinjaman antara anggaran
dan redlsisasi penerimaan pinjaman di atas 6%, maka harus mendapatkan persetujuan

dahulu dari Menteri Keuangan.
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Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2013 menganggarkan dana
untuk pembangunan flyover sebanyak 2 titik yaitu di jalan Pangeran Antasari-
Pangeran Tirtayasa dan Jalan Sultan Agung-Ryacudu yang dananya berasal dari
Pinjaman Daerah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan pada tahun 2013-
2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menganggarkan dana untuk
pembangunan 2 flyover yaitu di jalan Ggjahmada-Juanda dan Jalan Ki Maja-Ratu
Dibalau, dana yang digunakan bersumber dari dana APBD Kota Bandar Lampung
tahun 2015. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan
pinjaman daerah sebesar Rp. 96 Milyar dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembangunan 2 (dua) jembatan layang (flyover) sebesar Rp.

62.500.000.000,-

2. Untuk pelebaran 7 (tujuh) ruas jalan sebesar Rp. 33.500.000.000,-

3. Sumber Pinjaman daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah.
Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) Tahun
termasuk masa tenggang (grace period) 18 (delapan belas bulan). Sedangkan
besarnya bunga pinjaman daerah sebesar 7,75% dengan jenis bunga fixed rate.

(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2012 tentang pinjaman Daerah)



TABEL 1.3

SUMBER PINJAMAN,PENGGUNAAN PINJAMAN DAN JUMLAH

PINJAMAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TA. 2011-2015 ( dalam rupiah)
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Tgl dan Sumber Masa Tkt. Penggunaan Jumlah
naskah o L Suku L) e
L Pinjaman  Pinjaman Pinjaman Pinjaman
Perjanjian Bunga
PerdaNo. 5 PIP (Pusat 5 Tahun 7,75%  Pembangunan 96.000
Tahun 2012 Investasi Fly Over dan
Pemerintah Pelebaran 7
ruasjalan

Sumber : Perda Kota Bandar Lampung

Rasio pinjaman terhadap pendapatan APBD merupakan batas pinjaman yang diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 yaitu sebesar kurang

6% dari total Pendapatan daerah untuk masing-masing pemerintah daerah.

Perhitungan rasio pinjaman terhadap pendapatan APBD dalam Tahun Anggaran

2012 dari anggaran dan realisasi untuk masing-masing daerah dalam Kota Bandar

Lampung dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut .

TABEL 14
RASIO PINJAMAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TA. 2011-2015 ( dalam rupiah)

Anggaran\\ Realisas
Total Peneri % Total Peneri %
No Tahun pendapatan maan Pinjaman Pendapatan maan Pinjaman
Pinjam Pinjam
an an
1 2011 1.044.170 - - 1.187.871 - -
2 2012 1.353.964 - - 1.459.471 96.000 6,58
3 2013 509.773 - - 1.688.412 - -
4 2014 621.484 - - 1.348.674 - -
5 2015 731.986 - - 1.439.015 - -

Sumber : DJPK data diolah
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Dari Tabel 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung tidak
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah tetapi terdapat dari realisasi sebesar Rp.
96 milyar. Tabel 1.4 juga memperlihatkan bahwa dari sisi anggaran, Kota Bandar
Lampung memiliki rasio pinjaman sebesar 6,58%, untuk itu Kota Bandar Lampung
memenuhi tidak memenuhi syarat batas pinjaman yang ditentukan oleh PMK

sehingga harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Menteri Keuangan.

B. Masalah Pendlitian

Persoadlan yang dihadapi pemerintah daerah adalah seberapa besar kemampuan
daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut sehingga diharapkan dimasa-masa
berikutnya tidak membebani keuangan daerah dan tidak terjadi tunggakan pinjaman.
Untuk melakukan pinjaman sebaiknya pemerintah daerah mempertimbangkan dan
menyeleksi pinjamannya berdasarkan manfaat dan skala prioritas pembangunan. Jadi
pinjaman daerah perlu memperhatikan kapasitas daerah dalam mengembalikan
pinjaman tersebut, baik dari segi kemampuan keuangan daerah maupun dari segi
kesigpan lembaga yang mengelola agar tidak terjadi tunggakan dalam pengembalian
pinjaman daerah. Dari rumusan masalah tersebut di atas pertanyaan penelitian yang

dapat diangkat dalam studi ini antaralain :

1. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
melakukan pinjaman?
2. Berapa besarnya pinjaman layak yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota

Bandar Lampung?
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C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, makatujuan
penelitian yang ingin dicapa adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam melakukan pinjaman
2. Untuk menentukan dan menganalisis besarnya pinjaman yang dapat

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan pengambilan keputusan di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah
khususnya dalam melakukan pinjaman daerah sebaga salah satu sumber
investasi untuk membiayal pel aksanaan pembangunan
2. Sebaga bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
daam memberi arah atau aternatif kebijakan yang berkaitan dengan

pel aksanaan pinjaman daerah.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan tentang Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Daam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi
pemerintah daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai
rissko seperti risko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risko pembiayaan
kembali, risko kurs, dan risko operasiona, maka Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman

daerah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara
bab V mengenai Hubungan Keuangan ant ara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,
Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain
mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat

dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan
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demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengingat sifat
pinjaman yang mempunyai potensi untuk menambah beban publik dalam membayar
bunga, maka pinjaman yang dianggarkan daam APBD dibatasi oleh Peraturan
Menteri Keuangan tiap tahunnya. PMK Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah mengatur beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai

berikut;

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka
mel aksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan
untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan
kas.

4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar
negeri.

5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak
lain.

6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi
pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan
dalam perjanjian pinjaman.

7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan

pinjaman daerah.
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Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang
melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah

dicantumkan dalam APBD.

Pinjaman sebagai alternatif sumber pendanaan mempunyai risiko antaralain:

1.

Risko Kesinambungan Fiskal, pinjaman yang terlalu excessive dapat
mempengaruhi kesinambungan fiskal (APBN/APBD).

Risiko Nilai Tukar, beruparisiko terhadap perubahan kurs valuta asing.

Risiko Perubahan Tingkat Bunga (interest rate risk), merupakan risiko yang
timbul akibat adanya fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman, terutama untuk
pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang (floating interest rate).

Risiko Pembiayaan Kembali (refinancing risk), merupakan risiko yang terkait
dengan struktur jatuh tempo pinjaman.

Risiko Operasional (operational risk), mencakup berbagai bentuk risiko yang
berbeda termasuk di dalamnya adanya kesalahan transaksi pada berbagai tahapan
pelaksanaan pinjaman, kelemahan dalam pengawasan/sistem internal, adanya

bencana alam, dan sebagainya.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman menurut

PMK Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak
melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jJumlah penerimaan umum APBD

tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh
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penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokas Khusus, Dana Darurat, dana
pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatas untuk
membiayal pengeluaran tertentu.

. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan
pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan
daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR)
paing sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR ini sendiri adalah merupakan
perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian daerah
dari pagjak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan serta
penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti pgak
penghasilan perorangan, Dana Alokast Umum (DAU) setelah dikurangi belanja
wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya yang telah
jatuh tempo. DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

DSCR = (PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) -BW =25
Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

. Daam ha Pinjaman Daerah digjukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang
bersumber dari Pemerintah.

. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib

mendapatkan persetujuan dari DPRD.



18

B. Pinjaman Daerah

1. Pentingnya Pinjaman Daerah

Menurut PP Nomor: 107 Tahun 2000, pinjaman daerah berarti semua transaksi
yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sgjumlah uang dan manfaat
bernila uang sehingga daerah tersebut dibebani  kewajiban untuk membayar
kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan. Pinjaman dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
akumulasi modal/investasi atau pengeluaran Pemerintah dalam membiayai
pembangunan. Hal ini sesua yang dikemukakan oleh Todaro (1997) bahwa
terdapat tiga faktor komponen utama yang menggerak pertumbuhan ekonomi,

yaitu: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.

Menurut Bachrul (2002), sumber dana pinjaman sebagai pembentuk modal
pembangunan (capital improvement for sustainable development) . Dana
pinjaman daerah terutama digunakan untuk investasi yang produktif, seperti pada
sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pembangunan industri yang juga
menciptakan lapangan pekerjaan di daerah. Dana Pinjaman tidak dipergunakan
untuk keperluan konsumtif, tetapi digunakan untuk membiayai proyek yang
produktif  dan membuka lapangan pekerjaan. Keberhasilan proyek
pembangunan daerah sdlanjutnya akan meningkatkan pendapatan daerah.
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melakukan pembangunan yang

berkesinambungan (sustainable devel opment).
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Pinjaman Pemerintah Daerah digunakan untuk proyek-proyek yang dapat
menghasilkan pendapatan dengan maksud agar Pemerintah Daerah yang
bersangkutan mampu mengembalikan modal pokok pinjaman beserta bunganya.
Pinjaman Daerah dipergunakan untuk berbagal tujuan dan sebagian besar
dipergunakan untuk membiayai pembangunan perkotaan (Kunarjo, 2002).
Menurut Devas (1989) ada beberapa alasan mengapa pinjaman daerah dipergunakan
untuk daerah perkotaan. Pertama, sektor kota mencakup banyak sekali kegiatan
yang memungkinkan pemerintah menebus biaya yang telah dikeluarkan; kedua,
wilayah kota paling banyak menghasilkan penerimaan; ketiga, lembaga pemberi
pinjaman seperti Bank Dunia, yang bekerja atas dasar asas pinjaman dibayar dari

penerimaan dan terlibat disektor ini.

Menurut Hill (1999), pinjaman dapat diperbolehkan jikatidak menyebabkan distorsi

dalam faktor dan pasar barang dan dana pinjaman ini digunakan secara

produktif. Sedangkan maksud dan tujuan pemerintah daerah melakukan pinjaman

adalah:

1. Untuk menutup kebutuhan dana (cash) jangka pendek;

2. Untuk membiayai kekurangan dana anggaran tahunan berupa biaya rutin dan
beban hutang;

3. Untuk membeli pabrik dan peralatan dengan unsur jangka menengah; (4)
Untuk membiayai investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan
dagerah;

4. Untuk membiayai pembangunan modal jangka panjang (Davey, 1988).



20

1.1 Sumber-Sumber Pinjaman Daerah

Menurut Riphat dan Hutahean (1997), sumber pinjaman daerah secara teoritis dapat

dikelompokkan menjadi sembilan jenis, yaitu:

1.

2.

3.

Pinjaman dari pemerintah yang lebih tinggi;

Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;

Pinjaman dari bank kredit pusat (Central Credit Bank) atau dana pinjaman
pusat (Central Loan Fund);

Penerbitan saham atau obligasi daerah;

Pinjaman atau penarikan uang melebihi saldo bank (overdraft);

Pinjaman dengan jaminan aset pemerintah daerah;

Pinjaman dari dana cadangan sendiri (internal reserve fund);

Pinjaman dalam bentuk pembelian atas sewa peralatan; dan

Pembiayaan pendahuluan pembangunan proyek oleh kontraktor.

Namun kenyataannya sumber dana pinjaman daerah di Indonesia baru
dapat dikelompokkan menjadi pinjaman dari pemerintah pusat atau Rekening
Pembangunan Daerah (RPD) dan pinjaman non RPD. Sumber dana RPD
selain berasal dari dana sendiri (revolving fund) dan APBN, juga berasal dari
dari luar negeri yang disalurkan ke daerah dengan prosedur Subsidiary Loan
Agreement (SLA). Pinjaman non RPD adalah pinjaman yang bersumber dari

dalam negeri diluar RPD, seperti pinjaman dari BPD (Halim, 2004).

Sedangkan menurut Dave (1988) sumber dan metode pinjaman yang dilakukan
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oleh pemerintah daerah yaitu:

1.

2.

Pinjaman yang bersumber dari pemerintah yang lebih tinggi;
Pinjaman dari badan-badan internasional bank dunia, Bank Pembangunan
AmerikaLatin, Bank Asia Afrika, dan bantuan bilateral, biasanya pinjaman ini

diberikan kepada pemerintah pusat negara yang bersangkutan;

. Pinjaman yang berasal dari Bank Sentral atau dana pinjaman untuk pemerintah

daerah;

. Suku bunga dari bonds atau stock lazimnya berdasarkan tanggal (saat) jatuh

tempo waktu pinjaman tersebut;

. Pinjaman jangkapendek yang diberikan oleh bank tabungan umum atau bank

komersidl;

. Pinjaman hipotek atas harta tetap;

. Pinjaman internal yang berasal dari dana cadangan misalnya dana pensiun atau

dana-dana untuk biaya penggantian pabrik dan peralatan lainnya;

. Danauntuk sewabeli peralatan; dan

. Danakontraktor untuk pembangunan proyek-proyek.

Terdapat berbagai sumber pinjaman yang diterapkan di berbagai negara, antara

lain (LPEM-UI, 2004):

1.

Pemerintah Pusat

Di beberapa negara, pemerintah pusat merupakan sumber utama pinjaman.
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2. Pasar Modd
Terdapat negara yang sebagian besar sumber pinjaman daerahnya berasal
dari pasar modal, seperti Amerika Serikat yang sebagian besar pinjaman
daerah dalam bentuk obligasi.

3. Lembaga Kredit/Bank Khusus

Di beberapa negara lain terdapat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah
pusat untuk memberikan pinjaman kepada daerah, seperti Public Works Loan
Board di Inggris, Local Authorities Loan Fund di Kenya, Fondacomun di
Venezuela, Credit Foncier di Perancis dan sebagainya. Selain itu di negara
negara lain terdapat bank yang mengkhususkan diri pada kredit untuk
pemerintah daerah, seperti Municipal Credit Bank (Gemeente Banken) di
Belanda dan Belgia, sertalllier di Turki.

4. Lembaga Bank/Bukan Bank
Lembaga bank dan bukan bank juga dapat menjadi sumber dana pinjaman
daerah.

5. Luar Negeri
Sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri berasal dari negara asing
(bilateral) maupun lembaga keuangan internasional (multilateral). Sesuai
ketentuan PP No. 107 Tahun 2000 pasa 2, pinjaman daerah dapat bersumber
dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri
bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga

keuangan bukan bank, masyarakat, dan sumber lainnya. Pinjaman daerah
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dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral dan multilateral.

1.2 Proses Pinjaman Daerah

Menurut ketentuan PP No. 107 Tahun 2000, proses pinjaman daerah yang

dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1.

4.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan dari DPRD (pasal 11 ayat 1 beserta penjelasannya);

Usul pinjaman disampaikan kepada calon pemberi pinjaman yang telah
dipilih sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-
masing pemberi pinjaman. Dalam hal pinjaman bersumber dari pemerintah
pusat, daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat
persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan (pasal
12 ayat 1);

Pemberi pinjaman mengadakan penilaian/evaluasi atas usul pinjaman
tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing
pemberi pinjaman.

Apabila usulan pinjaman disetujui, kemudian dituangkan dalam Surat
Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani atas nama daerah oleh Kepaa
Daerah dengan pemberi pinjaman. Dalam hal pinjaman berasal dari
pemerintah pusat, perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan

selaku pemberi pinjaman (pasal 11 dan 12).
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Pemberian pinjaman kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri
dilaksanakan melalui prosedur penerusan pinjaman (two-step loan) dan telah
diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.07/2003 tentang
perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, dan pemantauan penerusan pinjaman

luar negeri pemerintah kepada daerah.

1.3 Kemampuan Melakukan Pinjaman

Kemampuan suatu organisasi pemerintah atau organisasi nir laba untuk
memperoleh pinjaman harus dilihat dari beberapa informasi keuangan yang
menggambarkan kondisi keuangan organisasi tersebut. Beberapa informasi
keuangan tersebut adalah sebagai berikut (Ingram, 1991):

1. Debt service capacity, merupakan kemampuan suatu unit organisas
memenuhi debt service yang diperlukan. Debt service didefinisikan sebagai
jumlah pembayaran tahunan dari pokok pinjaman dan bunganya yang harus
dilunasi. Hal tersebut dapat diukur dengan cara menghitung pendapatan
tahunan suatu organisasi dibagi dengan debt service.

2. Revenue stability, mengukur kemampuan unit organisasi untuk mendukung
debt service yang diperlukan dengan mempertimbangkan stability sumber-
sumber penerimaan yang diperoleh. Tingkat sensivitas penerimaan tersebut
dapat dilihat dengan cara mengukur hubungan yang lalu antara penerimaan
dengan indikator ekonomi seperti pendapatan perkapita, tingkat pengangguran

atau indikator-indikator produksi suatu organisasi/daerah.
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3. Rate of public service, informasi tentang beban tarif penting untuk
menentukan kemampuan organisasi dalam menambah penerimaan yang
dibutuhkan di masa yang akan datang.

4. Reserve fund, merupakan rekening investasi untuk menghimpun sumber-
sumber yang dapat digunakan menutup debt service apabila kondis
keuangan dalam keadaan darurat. Rasio dari jumlah rekening, investasi yang
tersedia terhadap kewajiban pembayaran pinjaman tahunan merupakan ukuran
perlindungan yang tersedia bagi investor.

5. Liquidity, merupakan ukuran kemampuan suatu unit organisasi dalam
mengel ola uang kas untuk memenuhi kebutuhan operasional.

6. Other indications, yaitu data lan yang dapat diukur berkaitan dengan
atribut ekonomi suatu organisasi dan kondisi wilayah organisasi tersebut
berada, seperti kualitas pengelolaan pinjaman, perjanjian pinjaman dan

pemeriksa independen (Independent Auditor).

Jika besarnya pinjaman daerah yang digunakan untuk pembiayaan investasi
bersifat cost recovery, maka tidak menjadi masalah sepanjang yang dibiayai
dari pinjaman tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang
menguntungkan, akan tetapi apabila pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan
investasi tidak bersifat cost recovery, maka harus ditentukan ambang batas jumlah
maksimum tertentu agar di masa mendatang pemerintah daerah tidak terbebani

dalam pembayaran kembali pinjaman tersebut. Sampai saat ini  pemerintah
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daerah di Indonesia belum memiliki informasi keuangan daerah dalam melakukan
pinjaman seperti yang dikemukakan oleh Ingram (1991). Untuk itu penilaian
kemampuan keuangan daerah dalam memperoleh pinjaman jangka panjang wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menurut PP No. 107 Tahun 2000 jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah
yang wajib dibayar tidak melebihi 75 persen dari jumlah Penerimaan
Umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan Umum APBD adalah seluruh
penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, DanaDarurat, dana
pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
membiayal pengeluaran tertentu.

2. Menurut PP No. 107 Tahun 2000 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
paling sedikit 2,5 (dua setengah). DSCR merupakan perbandingan antara
penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pgak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan
Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah
dikurangi Belanja Wagjib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga

dan biaya lainnya.

Sedangkan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek wajib memenuhi
ketentuan bahwa menurut PP No. 107 Tahun 2000 jumlah pinjaman maksimum
jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun

anggaran yang berjalan.
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C. Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapasitas berarti kemampuan. Kriteria
penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus
rumah tangga adalah kemampuan self supporting dibidang keuangan. Faktor
keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah
menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Mamesah (1995) mengemukakan secara sederhana keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dapat berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/
dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak—pihak lain sesuai

dengan ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku.

Keuangan daerah identik dengan APBD. Pembiayaan pembangunan daerah
adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
membiaya kegiatan pembangunan yang dilakukan atau dikelola langsung oleh
aparatur pemerintah melalui APBD (Kartasasmita, 1997). Menurut Kunarjo (2002)
APBD menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi
keuangannya. Sementara Mamesah (1995) mengemukakan bahwa APBD
merupakan perencanaan operasional keuangan Pemerintah Daerah dimana pada
satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna

membiayai kegiatan yang dilakukan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu
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dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber
penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran kegiatan dimaksud.
Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah;

2. Belanja Daerah; dan

3. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah transaks keuangan daerah yang dimaksudkan  untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2002).

1. Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah semua hak
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Davey (1988) pembiayaan
pemerintah daerah diperoleh dari beberapa sumber penerimaan pemerintah :

1. Alokas dari pemerintah pusat

Sumber-sumber tersebut seringkali dinyatakan sebagai ‘pemindahan’

(transfer) dan meliputi beberapa jenis, yaitu:

a) Anggaran Pusat (votes), ddam konteks keuangan daerah, vote
merupakan suatu jumlah yang dialokasikan untuk tujuan tertentu,
yang dapat melibatkan Pemerintah Daerah mengadakan pengeluaran
sampai jumlah yang ditetapkan;

b) Bantuan Pusat (grants), merupakan pemindahan uang tuna kepada

Pemerintah Daerah yang mempunyai pembukuan mandiri;
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c) Bagi Hasil Pgak, adalah pembagian hasil pgak yang dikumpulkan
secara terpusat;

d) Pinjaman, merupakan aokasi pusat kepada Pemerintah Daerah,
terutama lazim digunakan untuk membiaya perusahaan-perusahaan
pembangunan (development corporations), untuk investasi modal dan
untuk menutup pinjaman jangka pendek;

e) Penyertaan modal, adalah investasi Pemerintah Pusat berupa
penyertaan modal pada suatu Pemerintah Daerah.

2. Perpgakan

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpgjakan dengan
tiga cara, yaitu pembagian hasil pagak-pgak yang dikenakan dan dipungut
oleh Pemerintah Pusat, memungut tambahan paak yang telah dipungut dan
dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan-pungutan yang dikumpulkan
dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

3. Retribus (Charging)

Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan
dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya
pelayanannya.

4. Pinjaman

Maksud melakukan pinjaman antara lain membiayai defisit anggaran,
membiayai investasi  yang diharapkan menghasilkan pendapatan, membiayai

pembangunan proyek jangka panjang.
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5. Perusahaan (Badan Usaha)

Pemerintah Daerah mungkin memperoleh penerimaan dari pengoperasian
perusahaan komersial atau perusahaan produksi. Menurut UU No. 33 Tahun
2004 sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah
dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Adli
Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan
pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (pasal 5).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD
bersumber dari paak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dia okasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a) Danabagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam;

b) Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah; dan

c¢) Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
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Lain-lain pendapatan terdiri dari atas pendapatan hibah dan pendapatan

danadarurat (pasal 43).

2. Pengeluaran Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Elemen-
elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:

g Belanja Aparatur Daerah;

b Belanja Pelayanan Publik;

0 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan

d BeanjaTidak Tersangka.

Belanja aparatur daerah yaitu pengeluaran untuk membiaya kegiatan yang
hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh
masyarakat (publik), sedangkan belanja pelayanan publik secara langsung
dinikmati oleh masyarakat (publik). Menurut Halim (2004) pengeluaran daerah
merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional), belanja
pembangunan (belanja modal), dan pengeluaran tak tersangka. Belanja Rutin
adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan
tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah yang terdiri dari belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Belanja Pembangunan/investasi, adalah pengeluaran yang manfaatnya

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
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kekayaan daerah. Belanja investasi terdiri dari:

1) Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara
langsung oleh masyarakat;

2 Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secaralangsung
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secaralangsung oleh aparatur;

3 Pengeluaran transfer, yaitu pengalihan uang dari pemerintah daerah.
Pengeluaran transfer ini terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan
dan dana cadangan. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang
disediakan untuk pembiayaan antara lain:

9 Kegadian-kgadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang
dapat membahayakan daerah;

b Taghan tahun lalu yang belum diselesaikan dan/tidak tersedia
anggarannya pada tahun yang bersangkutan;

0 Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang

dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

D. Kapasitas Kelembagaan

Pengelolaan pinjaman yang kurang baik akan menyebabkan pemerintah daerah
mengalami  ketidakmampuan membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga
yang akan mempersulit/membahayakan kondis anggaran daerah. Perlu adanya
kelembagaan yang mengelola pinjaman dimaksud. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti badan
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(organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan kellmuan atau
melakukan suatu usaha, pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi
sosia berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Kelembagaan dapat
dikatakan sebagal tulang punggung dalam sistem informasi yang bertumpu pada
masyarakat. Kelembagaan juga merupakan infrastruktur sosial yang diperlukan
yang menghubungkan sumber-sumber informasi dengan pemaka informas,
mengatur sistem pengambilan keputusan, menyepakati rencana tindak,

menyelesaikan masalah/konflik, melakukan pemantauan dan kontrol publik.

Bentuk kelembagaan yang ada di suatu negara termasuk Indonesia antara lain yaitu
dalam bentuk institusi pemerintah dan organisasi masyarakat. Institusi Pemerintah
daam melaksanakan tugas serta kewenangannya mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku dan sifatnya formal. Sedangkan organisas masyarakat,

sifatnya lebih terbuka, tidak terikat (non-formal).

Kelembagaan pemerintahan daerah adalah organisas yang ada di dalam daerah.
Sedangkan perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah
daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah terdiri atas
sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan

kelurahan/desa. Menurut Binder (1989) pengelolaan keuangan Pemerintah.
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Daerah terbagi dalam beberapa satuan terpisah, yaitu :

Sekretaris Daerah (Sekda), bertugas menyiapkan anggaran tahunan, menyetuj ui
dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan
membukukan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun
kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan
tahunan; dan juga menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
(Repelita Daerah).

Bagian Pembangunan, bertugas sebagai koordinator proyek-proyek
pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah (dibedakan
dari proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan pemerintah pusat), dan
juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari
segi fisik dan keuangan.

Dinas Pendapatan Daerah, bertugas memungut berbagai pgak retribusi dan
paak daerah, biaya surat izin, kutipan lain-lain, dan sebagai koordinator
kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan.

Kantor Perbendaharaan, bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan
uang, dan menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.

Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas memeriksa keuangan daerah.

Beberapa negara di dunia, termasuk negara yang ekonominya maju, telah

mempunyai lembaga yang mengatur secara khusus soal pinjaman bagi daerah.

Colombia dan Republik Czech telah mempunyai seperangkat aturan pentahapan
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kelembagaan yang bisa memfasilitasi pinjaman dari bank komersia kepada
pemerintah daerah. Lembagalembaga ini menurunkan tingkat bunga yang
ditetapkan bank, menyediakan likuiditas kepada bank dan mengijinkannya untuk
menetapkan pinjaman jangka panjang sehingga memungkinkan digunakan
sebagaimana mestinya. Beberapa negara tertentu di Eropa, termasuk Belanda,
Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia sudah mapan dalam kelembagaan
yang melayani masalah keuangan pemerintah kota. Di Tamil Nadu , India, sebuah
dana masyarakat yang dihimpun pemerintah daerah distrukturisass melaui

privatisasi.

Walaupun pemerintah mempunyai bagian terbesar dari equitas dananya, dana itu
dikelola oleh seorang Fund Manager dari swasta yang juga memiliki sebagian
equitas dari dana tersebut. Di Parana, Brasil, lembaga swasta yang non-profit
juga mempunyai kontrak untuk menjalankan dana publik yang dikelola

pemerintah daerah (World Bank, 2003).

Awal dekade 90-an Bank Dunia memperkenalkan konsep tata pemerintahan yang
baik (good governance). Good governance tidaklah terbatas pada bagaimana
pemerintah menjalankan wewenangnya dengan balk semata, tetapi lebih
penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol
pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik. Seringkali
tata pemerintahan yang baik dipandang sebaga “sebuah bangunan dengan tiga
tiang”. Ketiga tiang penyangga itu adalah transparasi, akuntabilitas, dan

partisipasi. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang
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berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan
perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal.
Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung
jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya
dalam mencapal tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Partisipasi merupakan
perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam

pembangunan (Pohan, 2000).

Menurut Effendy dan Kerstan (2003) ada tiga dimensi pengembangan kapasitas,
yaitu kapasitas individu, institusi (organisasi), dan sistem. Individu merupakan
orang-orang yang terkait dengan tujuan tertentu. Sementara sistem merupakan
keseluruhan proses yang berkaitan perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan.

24  Kapasitas Daerah dalam Pengembalian Pinjaman Daerah

Kapasitas pemerintah  daerah/kota/kabupaten dalam mengembalikan pinjaman
daerah antara lain dapat diukur dari kemampuan keuangan daerah dan kemampuan
kelembagaan. Kriteria dan indikator yang didapat dari kajian literatur sebelumnya

dapat dijelaskan dalam Tabel 11.1 berikut ini.
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KRITERIA DAN INDIKATOR KAPASITASPENGEMBALIAN

PINJAMAN DAERAH

Kriteria Indikator
[Deme Ieiya?]anan - Pendapatan dan belanja daerah
Decr ar? _ Pokok pinjaman < 75% PU APBDt-1
- DSCR>25
Kelembagaan: - Keterbukaan dan data (termasuk  pinjaman) dapat
- Transparansi diakses oleh publik
- Adanyalembagainformasi keuangan
_ Akuntabilitas Adanya peraturan daerah/perangkgt kebijakan
- Adanyalembaga khusus tentang pinjaman
_ Prosedur - Adanyalembaga pengawas

- Sistem berjalan sesuai peraturan

Penelitian Terdahulu

TABEL 2.2

PENELITIAN TERDAHULU

No  ame Variabel Alat Hasil
Kabupaten Tegd
mampu menggunakan
dana pinjaman sebesar
0 sampai Rp25 Milyar

DSCR (Debt  dengan periode
PAD, Service angsuran 3 §/d 20 tahun
BHP/BHBP, Coverage padatingkat bunga 10
1 Supangat DAU, Belanja Ratio), BMP  s/d 15%, dan jumlah
Rutin dan (Batas pinjaman sebesar antara
Pembangunan Maksimum Rp26 Milyar g/d
Pinjaman) maksimal Rp75 Milyar

dengan periode
angsuran 10 Tahun ke
atas padatingkat bunga
10% - 15%.
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Nama

No Penditi Variabel Alat Hasll
Uji
Egr?n;)nmetrlka Pinjaman daerah
2 Y ulinawati APBD mer?ggun akan mempunyai dampak positif
Kuadrat terhadap PDS dan PDRB
terkecil biasa
DSCR (Debt Proyeks kemampuan
Service keuangan Pemerintah
PAD, Coverage Kabupaten Klaten tahun
Nita BHP/BHBP, Ratio), BMP anggaran 2008-2012
3 Harviant DAUdan (Batas menunujukkan bahwa
Belanja Maksimum pemerintah kabupaten
Wajib Pinjaman), klaten tidak mampu untuk
Least Sguare  melakukan pinjaman
Methode daerah.

F. Kerangka Penelitian

Pinjaman daerah dapat menjadi aternatif bagi pembiayaan pembangunan karena
adanya keterbatasan keuangan daerah. Konsekuensi melakukan pinjaman yaitu
harus mampu mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
sehingga perlu adanya suatu kaian atau analisis kapasitas daerah dalam
memutuskan untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan aat/metode
penelitian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung adalah dengan tingginya
kegiatan ekonomi maka semakin tinggi pula kebutuhan pelayanan publik di Kota
Bandar Lampung, sedangkan untuk memenuhi pelayanan publik dana yang

dibutuhkan tidak sedikit. Oleh karena itu Kota Bandar Lampung diharapkan dapat

mengembangkan potensi daerahnya dengan melakukan Pinjaman Daerah.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Melakukan Pinjaman
Tahun Anggaran 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat
kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat

diukur atau dihitung.

1. Jenis Data Menurut Sumbernya

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang
diperolen dari beberapa sumber. Adapun data dalam penelitian ini
diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, Nota
Keuangan Kota Bandar Lampung TA. 2011-2015 dan beberapa instansi
serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode
pnegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengambil data dari berbagai dokumentasi atau publikasi dari berbagai

pihak yang berwenang, dan instans terkait.
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2. Definis Variabel

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Adli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh
pemerintah daerah.

b. Bagian Daerah (BD)

Bagian hasil daerah dapat berasal dari penerimaan paak bumi dan
bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHT) dan penerimaan
sumber daya alam.

c. DanaAlokas Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokaskan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

d. BelanjaWajib (BW)

Belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran
yang bersangkutan oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai.

e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Adli
Daerah (PAD), bagian daerah dari pgjak bumi dan bangunan, bea perolehan
atas tanah dan bangunan serta penerimaan sumber daya alam dan bagian
daerah lainnya seperti pajak penghasilan perorangan, Dana Alokasi Umum

(DAU) setelah dikurangi belanja waib dengan penjumlahan angsuran
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pokok, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo

f. Batas Maksimum Pinjaman (BMP)

BMP ini sendiri adalah jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang
wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD
tahun sebelumnya.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara
deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu
set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan
dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengena fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Data yang sudah diperoleh dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap
variabel-variabel penerimaan daerah yang meliputi PAD, bagi hasil
paak/bukan pgak, sumbangan/bantuan dan variabel pengeluaran daerah
yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan (belanja aparatur

daerah dan belanja pelayanan publik).

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan
pinjaman dan batas maksmum pinjaman yang boleh dilakukan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 dengan formula

sebagal berikut:



42

1. Kemampuan mengembalikan pinjaman (DSCR)

Kemampuan pengembalian pinjaman dengan cara menghitung selisih antara
penerimaan dari PAD, bagian hasil pgak/bukan pajak, sumbangan/bantuan
dengan belanja wajib kemudian dibagi dengan angsuran pokok pinjaman,
bunga dan biaya lain-lain yang jatuh tempo. Hasil perhitungan tersebut

tidak boleh kurang dari 2,5 dan dapat di tulis dalam formula sebagai berikut:

DSCR = (PAD+BD+DAU)-BW 325 ... (1.3
P+ B +BL
Keterangan:
DSCR = Debt Service Coverage Ratio
PAD = Pendapatan Asli Daerah
BD = Bagian Daerah dari PBB, BPHTB dan penerimaan sda
DAU = DanaAlokas Umum
BW = BelanjaWgjib
P = Angsuran pokok pinjaman
B = Bunga pinjaman
BL = Biayalainnya

2. Batas Maksimum Pinjaman (BMP)

BMP=_KPD  <75% .cceeuerneannnn. (1.4)
PU APBD:.;
K eterangan:
KPD Kumulatif Pinjaman Daerah

PU APBDt-1 Penerimaan Umum Tahun Sebelumnya
Batas maksimum pinjaman merupakan batas yang dianggap layak menjadi

beban APBD. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang
akan ditarik tidak melebihi 75% dari Penerimaan Umum APBD tahun
sebelumnya.

PU APBDt-1 = PD — (DAK + DD + DP+PL) weoccoovvever . (L.5)



K eterangan:

PU APBDt-1

PD
DAK
DD
DP

PL
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Penerimaan Umum Tahun Sebelumnya

Jumlah Penerimaan Daerah
Dana Alokasi Khusus
Dana Darurat

Dana Pinjaman

Penerimaan Lain yang penggunaannya
dibatasi untuk membiayai pengeluaran
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun anggaran 2011-
2015  mempunyai kemampuan keuangan untuk
mengembalikan pinjaman daerah yang ditunjukkan dengan
rata-rata nilac DSCR per tahun di atas ambang batas yang
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun
2000 tentang Pinjaman daerah, vyaitu sebesar 2,5.
Sedangkan jumlah pinjaman yang layak menjadi beban
APBD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar
Lampung pada tahun anggaran 2011-2015, sebenarnya
mampu untuk melakukan jumlah pinjaman yang lebih
besar lagi bila dibanding dengan pinjaman yang sudah
dilakukan.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012
mempunyai batas pinjaman sebanyak Rp. 653 milyar rupiah,
sedangkan tahun 2013 Rp. 862 milyar, tahun 2014 Rp. 966

milyar dan ditahun 2015 Rp. 822 milyar.
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B. Rekomendas

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendas yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa daerah wajib

menyampaikan  informasi yang berkaitan dengan keuangan

daerah kepada pemerintah pusat, termasuk pinjaman daerah.

Namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan

efektif. Informasi tersebut juga harus dapat diakses oleh

masyarakat. Hal ini  untuk mendukung transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung

1

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunya kemampuan
untuk melakukan pinjaman, namun harus didukung oleh
kemauan untuk mengembalikan angsuran pinjaman tersebut
dengan mengalokasikan dalam APBD pada pos pembiayaan
sesual dengan angsuran pinjaman yang jatuh tempo. Hal ini
untuk meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kota Bandar
Lampung dimata kreditur khususnya, dan pasar keuangan

pada umumnya.

Kegiatan yang akan dibiayai dengan dana pinjaman harus

dapat mempercepat proses pembangunan daerah agar



dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang
pada akhirnya dapat meningkatan pendapatan daerah
sendiri (cost recovery).

3. Jikadilihat dari perkembangan PAD Kota Bandar Lampung
yang mengalami penurunan pada tahun 2014 dapat dikatakan
bahwa keuangan Kota Bandar Lampung tidak sehat. Untuk
meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung seharusnya
Pemerintah Kota melakukan inisiatif untuk meningkatkan

pendapatan dari Pajak dan Retribusi daerah.

Rekomendasi untuk studi lanjut

Pengembalian pinjaman daerah merupakan salah satu unsur dari
pengelolaan pinjaman. Perlu adanya penelitian lebih lanjut
mengenai pengelolaan pinjaman yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian/pemantauan, dan pengembalian

pinjaman tersebut agar hasilnyalebih komprehensif.
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